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BAB I
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua golongan saja, tetapi sudah menjadi masalah umum yang melibatkan hampir semua pihak. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan di suatu daerah, tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua daerah saja di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh beberapa daerah lain di sekitarnya.[footnoteRef:1] Untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, diperlukan suatu penangan yang serius, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Regulasi mengenai lingkungan hidup merupakan peraturan atau hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.[footnoteRef:2] [1:  Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, (Makassar: Prenadamedia Group,2018), 5-6.]  [2:  H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, (Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), 342.] 


Lingkungan hidup yang bersih dan sehat kini semakin terancam, hal ini disebabkan tidak hanya karena faktor alam, seperti iklim dan cuaca, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contoh aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup adalah penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kegiatan pembangunan.[footnoteRef:3] Karena banyaknya kegiatan pembanguan lingkungan hidup menjadi rusak dan tercemar.[footnoteRef:4] [3:  Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup” Jurnal Hukum Khairi Ummah, Vol. 12 No. 3, (September 2017): 159, diakses 10 Maret 2022, http://dx.doi.org/10.26532/khaum.v12i3.1877]  [4:  Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 6.] 

		1

Pencemaran lingkungan ini berdampak pada air, tanah, dan udara. Pencemaran air, tanah, dan udara adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan atau komponen lain ke dalam air atau udara, dan tanah sehingga berubahnya komposisi air, udara, dan tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam, kualitas air, tanah, udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air, tanah, udara tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan hidup saat ini haruslah di tanggulangi karena sudah banyak kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup di Indonesia dalam lima tahun terakhir, terdapat tiga kasus pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat. Pertama, kasus PT Semen Indonesia (Persero) pabrik Tuban diduga telah melakukan pencemaran lingkungan. Hal itu disampaikan sejumlah warga Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, ketika menghadiri mediasi di gedung DPRD Tuban, (8/8/2019).[footnoteRef:5]  [5: Rohman, “Warga Tuban Keluhkan Polusi Udara Akibat Pabrik Semen Indonesia”. Halo Pantura.com, 8 Agustus 2019, diakses 12 Juli 2023, https://www.halopantura.com/ Warga -Tuban-Keluhkan- Polusi- Udara- Akibat- Pabrik- Semen- Indonesia – Halo Pantura] 

Kedua, kasus Kematian sekitar 30 warga Desa Karanglo dalam kurun waktu 45 hari, pertengahan Februari hingga awal April 2018, menimbulkan pertanyaan besar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menduga, aktivitas pertambangan semen di Tuban, Jawa Timur, tersebut menjadi penyebab utama kematian beruntun warga di kawasan itu, (20/4/2018).[footnoteRef:6] Ketiga, Akibat dampak kerusakan lingkungan dari peledakan tambang disekitar pemukiman, warga desa ring satu PT Semen Indonesia Pabrik Tuban menggelar aksi demo didepan kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salah satu perwakilan pendemo, Budi meminta agar PT Semen Indonesia menghentikan aktifitas yang mengakibatkan dampak negatif bagi warga disekitar ring, seperti debu yang berakibat pada pencemaran udara, perusakan alam yang seharusnya segera direklamasi, serta memberikan kompensasi kepada warga terdampak ucap Budi kepada awak media dihalaman Pemkab Tuban, Kamis, (05/11/2020).[footnoteRef:7] [6: Petrus Riski, “Pencemaran Udara Pabrik Semen diduga Sebabkan Kematian Warga”.Mongabay situs berita lingkungan, 26 april 2016, diakses 12 Juli 2023, https://www.mongabay.co.id/2018/04/26 Pencemaran- Udara- Pabrik- Semen- Diduga- Sebabkan Kematian- Warga/]  [7: Achmad Junaidi, “Keluhkan Aktifikas Tambang Semen Indonesia, Warga Ring Satu Demo Pemkab Tuban”. 05 November 2020, diakses 12 Juli 2023, https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/5fa3d7ba7da75/keluhkan-aktifitas-Tambang Semen- Indonesia-Warga- Ring- Satu- Demo- Pemkab- Tuban
] 

Bentuk dari pencemaran lingkungan ini, salah satu contohnya juga dapat dilihat di Kota Baturaja. Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengolahan semen yang sejak lama berdiri dan dioperasikan di Baturaja menjadi kontributor terjadinya pencemaran lingkungan. Dari pengolahan semen inilah akan menghasilkan debu-debu emisi yang membuat udara tercemar dan dari kegiatan pertambangan merusak rumah warga. Akibatnya, kesehatan dam kenyamanan masyarakat dan makhluk hidup di sekitar wilayah industri terganggu akibat dari  pencemaran ini. Berdasarkan hal tersebut dapat disadari bahwa pencemaran lingkungan (terutama melalui polusi udara) dapat merugikan masyarakat. Kejadian ini dapat terjadi karena lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan. 
Indonesia adalah Negara hukum, yang seluruh masyarakatnya wajib memenuhi aturan hukum yang ada. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga manusia ataupun masyarakat dapat hidup dengan tertib. Oleh karena itu, keberadaan hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada prinsipnya sangat berguna untuk menjaga ketenangan kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pada praktiknya menerapkan 2 (dua) asas dalam hukum pidana yakni Ultimum Remedium dan Primum Remedium. Ultimum Remedium merupakan salah 1 (satu) asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Asas Ultimum remedium ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas Primum Remedium yang ada dalam hukum pidana merupakan pilihan hukum pertama atau upaya hukum utama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Berdasarkan putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2019/PN Smr dalam praktiknya, yang diterapkan bukan sebagai Ultimum Remedium melainkan sebagai Primum Remedium (pilihan yang utama). Posisi Primum Remedium dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir, melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum. Asas Primum Remedium ini pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Peraturan tentang lingkungan hidup nyatanya diatur dan dimuat dalam undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 ayat (1) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk, manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain.[footnoteRef:8] Kedua, Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.[footnoteRef:9] Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.[footnoteRef:10] Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana dalam Undang-Undang Lingkungan dalam pasal 53 ayat 1 setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Hukum Pidana Islam juga sudah di atur dalam Al-Qur’an dan Hadist karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan manusia yang dilarang. [8:  Fokusindo Mandiri, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Bandung: September, 2013), 3.]  [9:  Undang-undang dasar 1945]  [10:  Undang-undang dasar 1945] 

Pencemaran dalam Hukum Pidana Islam, banyak sekali menimbulkan kemudharatan sebab dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena pencemaran lingkungan merupakan perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecil bentuk hukumnya. Dikalangan Fuqoha jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara dinamakan jarimah ta’zir. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat[footnoteRef:11]. Dengan demikian inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Abdul Qadir Awdah juga mengkategorikan pencemaran lingkungan sebagai jarimah ta’zir dimana jenis jarimah dan sanksi secara penuh menjadi wewenang Ulil Amri (penguasa) demi terealisasinya kemaslahatan umat.  [11:  Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),  253.] 

Seperti yang dijelaskan pada kutipan ayat berikut.[footnoteRef:12] [12:  Q.S.Ar-Rum (30): 41] 

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Artinya: Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh peneliti secara langsung  pada tanggal 10 Maret 2022 bahwa masyarakat Desa Pusar pernah melakukan unjuk rasa di PT Semen Baturaja. Unjuk rasa ini dilakukan karena  masyarakat di Desa Pusar  mengeluh dan terganggu akan dampak dari pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Semen Baturaja berupa pencemaran  udara, menyusutnya cadangan  air, dan rusaknya dindingan rumah wara di Desa pusar akibat dari getaran blasting pertambangan PT Semen Baturaja. Kejadian inilah yang menarik perhatian peneliti sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (DI DESA PUSAR KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu)?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu)?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Untuk Mengetahui Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu




D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan mengenai ilmu pengetahuan guna memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum, baik hukum positif di Indonesia maupun Hukum Pidana Islam.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini pula nantinya akan memberikan masukan atau saran kepada pihak Pt Semen terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan kesadaran bagi masyarakat sekitar untuk sama-sama menjaga lingkungan di sekitar Pt Semen terutama Desa pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
E. Penelitian Terdahulu
Adapun Tinjauan  Pustaka/Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :
	No.
	Judul
	Permasalahan

	1.
	Agustino, 2020, “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara[footnoteRef:13] [13:  Agustino, “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)” (Skripsi,: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020), 32-33] 

	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya keluhan warga masyarakat baik pekerja ataupun masyarakat yang tinggal disekitar lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan, serta perubahan terjadi pada lingkungan masyarakat sejak perusahaan itu ada. Dan perusahaan tidak pernah memberi sanksi oleh pemerintah karena kurang peran serta warga masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan kasus pencemaran lingkungan disekitarnya.

	2.
	Ria Khaerani Jamal, 2020, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”[footnoteRef:14] [14:  Ria Khaerani Jamal, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup” (Skripsi,: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2020), 38-39] 

	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, pembahasan rumusan unsur-unsur pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik pada kebijakan dan peraturan perundang-undang di Indonesia. Sampah saat ini sampah elektronik (E-Waste) digolongkan dalam bahan beracun dan berbahaya (B3), tidak diatur secara spesifik dalam suatu peraturan. Begitu pula dengan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik masih digolongkan dalam sanksi untuk pelaku pencemaran lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3). Indonesia membutuhkan suatu kebijakan mengenai pengelolaan sampah elektronik untuk mengindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Salah satu solusi untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dapat dilakukan dengan membuat aturan terlebih dahulu, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari sampah elektronik.


	3.
	Fitri Maryanti, 2019, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undangnomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolan Lingkungan Hidup”[footnoteRef:15] [15:  Fitri Maryanti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Skripsi,: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), 46-47] 

	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidananya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 98 berupa kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp. 3.000.000.00,00 (tiga miliar rupiah). Bila diitnjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran pencemaran lingkungan adalah jarimah takzir, yang diserahkan kepada penguasa/ulil amri adalah hakim yang diberi kuasa untuk menjatuhkan vonis mengenai bentuk maupun jenis hukumnnya. 


	Berdasarkan tabel diatas bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah ada yang diteliti oleh penulis lain. Penelitian ini tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup (di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan ditinjau dari hukum pidana Islam serta objek yang akan diteliti oleh penulis dilakukan di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian
Menurut Zainuddin Ali, ada dua jenis penelitian hukum, yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Yuridis Empiris menganalisis masalah dengan menggabungkan data sekunder, bahan hukum dengan data primer dari praktik, sedangkan Yuridis Normatif adalah pendekatan berbasis hukum primer dengan memeriksa teori, konsep, prinsip hukum, dan undang-undang terkait.[footnoteRef:16] [16:  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.] 

Jenis Penelitian penulis gunakan Normatif-Empiris, metode penelitian ini melihat keberlakuan hukum di masyarakat. Penelitian Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan Tanya-jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber dan instansi yang terlibat. Sedangkan Penelitian Normatif yaitu yang dilakukan dengan cara menelaah dan membaca buku-buku maupun undang-undang.
2. Jenis dan Sumber Data 
Pada penelitian ini Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu, data yang berupa uraian, pendapat, konsep dan penjelasan, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier 
a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan melakukan wawancara, survei terhadap individu atau kelompok (orang), serta hasil pengamatan terhadap suatu objek peristiwa atau hasil suatu tes.
b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[footnoteRef:17] [17:  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 19.] 

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, Majalah-majalah, dan artikel-artikel yang bersumber dari Internet. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Dikarenkan masyarakat Desa Pusar tersebut merasa terganggu dan resah akibat dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan PT Semen Baturaja maka ada upaya atau solusi yang dilakukan oleh aparat dan pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian. Populasi adalah seluruh penduduk yang terkena dampak pencemaran di suatu daerah.[footnoteRef:18] Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan di desa pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.  [18:  Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2004), 145.] 

Sedangkan menurut Sugiyono, Sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut.[footnoteRef:19] Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, menurut sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil separuh dari yang terkena dampak pencemaran yang mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan peneliti. Sampel yang peneliti ambil berdasarkan dengan jenjang kepangkatan (strative), yaitu Kepala Desa dan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran tersebut.  [19:  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 297.] 

5. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Muri Yusuf, Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.[footnoteRef:20] Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dapat menggunakan tiga cara, yaitu : [20: Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017), 24.] 

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati suatu tempat atau objek penelitian, hasil dari observasi ini berupa foto, catatan yang terkait kondisi dari Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan. 
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung sehingga informasi yang didapatkan dapat dipahami dan memperoleh suatu keterangan terhadap penelitian.[footnoteRef:21] [21:  Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2004), 143.] 

3. Studi Kepustakaan, Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Penyusunan dilakukan dengan membaca literatur berupa buku dan artikel majalah yang berkaitan dengan masalah. Dibuat dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen lain tentang topik yang diteliti.[footnoteRef:22] [22:  Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 145.] 

Pada bagian ini penulis menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya.
6. Teknik Analisis Data 
Menurut Saifudin Azwar, metode teknik analisis data adalah suatu usaha untuk mengubah data menjadi informasi sehingga sifat-sifat data tersebut dipahami dan berguna untuk pemecahan, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian.[footnoteRef:23] Adapun analisis yang dipakai  pada penelitian ini teknik De skriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua data yang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik ke umum. Dengan demikian  bisa memudahkan peneliti menarik kesimpulan atas apa yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas pada penelitian ini. Adapun metodologi dalam menganalisa data pada penelitian ini meliputi : [23:  Saifudin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 91.] 

1) Metode Deskriptif, yaitu memaparkan uraian suatu peristiwa. Uraian ini adalah untuk mengidentifikasi detail dari suatu peristiwa yang terjadi di Desa Pusar.
2) Metode Coding, yaitu aktivitas memberi Label (Code) pada bagian-bagian data kualitatif untuk mengidentifikasi, menandai, dan mengelompokkan data yang mirip dengan tujuan mengidentifikasi Tema dan membuat data lebih mudah dikelola.
3) Metode Interpretatif, yaitu menyelami data yang terkumpul, kemudian menginterpretasikan maksud yang telah dijelaskan peneliti tersebut.
G. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian sehingga dapat diuraikan secara memadai dan dapat ditarik kesimpulan yang benar dan lengkap. Bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:
BAB I : 	Pendahuluan, yang akan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
BAB II :	Tinjauan Umum, Membahas Tentang Pengertian Penegakan Hukum ,  Bentuk-bentuk Hukuman, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup, Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Pidana Islam

BAB III : 	Gambaran umum tempat penelitian, terdiri dari sejarah singkat desa pusar, letak geografis dan iklim desa pusar, jumlah penduduk dan mata pencarian warga, pendidikan masyarakat, keadaan tradisi dan keagamaan, susunan dan struktur organisasi pemerintahan desa pusar 

BAB IV:	Pembahasan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Pusar  Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu
.
BAB V: 	Penutup, berupa Kesimpulan dan Saran
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